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MOTTO 
 

Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan 
kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan 
yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. (Pengkhotbah 3 : 11) 
 
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar 
kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan 
meluruskan jalanmu. (Amsal 3 : 5-6) 
 
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil 
usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu : janganlah ada 
orang yang memegahkan diri. (Efesus 2 : 8-9) 
 
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 
(Filipi 4 : 13) 
 
Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala 
hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 
(1 Tesalonika 5 : 16-18) 
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RINGKASAN 
 
 
Perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara yang sama, 
khususnya perkara tindak pidana narkotika merupakan bagian dari kewenangan 
hakim untuk memutus suatu perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan berdasarkan hati nuraninya. Meskipun suatu perkara dituntut 
dan diputus dengan pasal yang sama, bukan berarti pemidanaannya juga harus 
sama. Hal ini disebabkan karena tidak ada perkara yang benar-benar sama, baik 
mengenai latar belakang pelaku melakukan tindak pidana, modus operandi 
maupun jumlah berat barang bukti yang ditemukan pada saat terjadinya 
penangkapan. Penjatuhan putusan pidana yang berbeda terhadap lima perkara 
yang diteliti oleh penulis antara lain perkara atas nama terdakwa/terpidana Fredi 
Budiman alias Budi bin H. Nanang Hidayat (Jakarta Barat), terdakwa/terpidana 
Jusman anak dari Yudiansyah (Cirebon), terdakwa/terpidana Suherianto alias Heri 
alias Kapos alias Paklek bin Kasan Pardi (Lubuk Pakam), terdakwa/terpidana 
Matrumbi bin Matlili (Palangka Raya) dan terdakwa/terpidana H. M. Namir alias 
H. Amir bin Palalang (Samarinda) yang diputus pengadilan dengan pasal yang 
sama tidak ada yang salah, hal ini disebabkan masing-masing perkara mempunyai 
pertimbangan hukum yang berbeda karena kasus posisinya yang berbeda dan cara 
berpikir hakim dalam memberikan pertimbangan juga berbeda meskipun hal 
tersebut tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan. 
 
Kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana narkotika dimasa yang akan 
datang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya mengenai penjatuhan 
putusan pidana mati masih diatur dan diperlukan dalam KUHP meskipun pidana 
mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak menjadi 
pidana pokok dan beralih menjadi pidana alternatif. Terpidana mati dalam 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP akan menjalani masa 
percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan maksud dapat memperhatikan rasa 
penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri serta peran 
terdakwa dalam tindak pidana. Pidana mati dengan masa percobaan ini harus 
dicantumkan dalam putusan pengadilan. Jika terpidana selama masa percobaan 10 
(sepuluh) tahun tersebut menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka 
pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan 
Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Pidana penjara 
seumur hidup ini dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan. Dalam Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ini mengatur mengenai tindak 
pidana khusus. Ada 5 (lima) tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yaitu mengenai Tindak Pidana 
Berat Terhadap Hak Asasi Manusia, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana 
Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Narkotika. Khusus 
untuk tindak pidana narkotika, pidana mati masih diatur untuk pelaku tindak 
pidana narkotika yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau 
menyalurkan narkotika. 
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ABSTRAK 
 
 
Kata Kunci : Pidana Mati, Disparitas, Putusan Pengadilan 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganaliasa hal-hal yang menjadi 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana sehingga terdapat 
disparitas terhadap putusan tindak pidana narkotika dan kebijakan hukum pidana 
mengenai tindak pidana narkotika dimasa yang akan datang dikaitkan dengan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah normatif, tipe 
penelitian legal reform oriented dengan bahan hukum yang digunakan adalah 
Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan putusan pengadilan 
terkait pidana mati. Hasil dari penelitian ini adalah adanya disparitas atau 
perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara yang sama, 
khususnya perkara tindak pidana narkotika merupakan bagian dari kewenangan 
hakim untuk memutus suatu perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan berdasarkan hati nuraninya. Meskipun suatu perkara dituntut 
dan diputus dengan pasal yang sama, bukan berarti pemidanaannya juga harus 
sama, hal ini disebabkan karena tidak ada perkara yang benar-benar sama, baik 
mengenai latar belakang pelaku melakukan tindak pidana, modus operandi 
maupun jumlah berat barang bukti yang ditemukan pada saat terjadinya 
penangkapan. Kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana narkotika dimasa 
yang akan datang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 
tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya mengenai 
penjatuhan putusan pidana mati masih diatur dan diperlukan dalam KUHP 
meskipun pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang 
KUHP tidak lagi menjadi pidana pokok dan beralih menjadi pidana alternatif. 
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ABSTRACT 
 
 
Keywords : Death Penalty, Disparity, Court Ruling 
 

The purpose of this study is to analyze the matters that are considered by judges 
in imposing criminal decisions so that there are disparities in decisions regarding 
narcotics and death penalty crimes and criminal law policies regarding narcotics 
crimes in the future are associated with Law Number 1 of 2023 concerning the 
Criminal Code (KUHP). The research method used is normative. This type of 
legal research is reform oriented with the legal materials used are the 
constitution, the Criminal Code and court decisions regarding death penalty. The 
result of this study is that there are disparities or differences in decisions handed 
down by judges for the same case, especially narcotics crime cases which are part 
of the judge's authority to decide on a case based on applicable laws and 
regulations and based on his conscience. Even though a case is prosecuted and 
decided under the same article, it does not mean that the punishment must be the 
same, this is because there are no cases that are exactly the same, both regarding 
the background of the perpetrators of committing the crime, the modus operandi 
and the weight of the evidence found at the time of the arrest. The criminal law 
policy regarding narcotics crimes in the future will be associated with Law 
Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP), especially regarding 
the imposition of death penalty decisions, which are still regulated and required 
in the Criminal Code, even though capital punishment is in the Law Number 1 of 
2023 concerning the Criminal Code does not become the main crime and switches 
to alternative punishment. 
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